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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 Politeknik Kelautan dan Perikanan
Bitung dapat diselesaikan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan strategis baik skala lokal, nasional maupun internasional.

Dengan adanya perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya
peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Keberadaan dokumen Renstra akan menjadikan panduan dan
pedoman yang menentukan arah pengembangan ke depan, berdasarkan kegiatan sesuai tupoksi setiap
tahunnya sampai kepada monitoring dan evaluasi kegiatan guna memperbaiki kinerja ke depan serta

mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri kelautan dan perikanan,
Kepala Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat pendidikan Kelautan
dan Perikanan yang telah mempercayakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung untuk dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelengaraan Pendidikan bagi peserta didik di bidang
kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih dan penghargaan juga kami
sampaikan kepada seluruh tim penyusun Revisi Renstra 2020-2024 serta Sivitas Akademika Politeknik

Kelautan dan Perikanan Bitung.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah binaan Badan
Riset dan Sumberdaya Kelauatan dan Perikanan (BRSDMKP) mempunyai tugas pokok yakni menyediakan
dan mengembangkan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan untuk menjadi salah satu prime mover
perekonomian menuju bangsa Indonesia yang maju, makmur dan berkeadilan. Bertitik tolak dari tuntutan
tersebut maka arah kebijakan yang ditempuh dalam proses penyelenggaraan pendidikan yakni mewujudkan
SDM kelautan perikanan yang berjiwa wirausaha, profesional dan bermoral.

Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Renstra Pendidikan KP)
dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan, pada pasal 165 yang menyebutkan bahwa tugas Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
(Pusdik KP) yakni melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan kelautan dan perikanan. Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan salah satu institusi perguruan tinggi yang berada di bawah
koordinasi Pusat Pendidikan KP.

Dasar hukum pembentukan Politeknik KP Bitung adalah Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan
Perikanan pada tanggal 17 Oktober 2014 yang merupakan perubahan dan pengembangan dari Akademi
Perikanan Bitung yang didirikan pada tanggal 5 September 1999. Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor: Permen KP No/36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung, serta melaksanakan Peraturan Menteri KP Nomor 91/PERMEN-KP/2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Revisi Renstra Politeknik KP Bitung merupakan penjabaran dari Renstra Pendidikan KP dan
Renstra BRSDMKP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tentang Rencana Strategis Badan Riset
dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2024 sebagai acuan pelaksanaan program

kegiatan Pendidikan KP Tahun 2020 —2024.



Renstra BRSDM menjelaskan Visi KKP yaitu “Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sebagai bagian dari Pusdik KP, peran dan
strategis Politeknik KP Bitung mengikuti Pusat Pendidikan KP. Adapun Keberadaan Pusdik KP memiliki
peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dimaksud. Dukungan tersebut dilaksanakan
dalam bentuk kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital dengan
mewujudkan lembaga pendidikan yang bertaraf internasional.

2. Mencetak SDM unggul yang mampu bersaing dan berkarakter sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha/industri sehingga semua lulusan dapat berkarya baik bekarja di DUDI dan menjadi wirausaha
yang handal.

3. Meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP,
terbentuknya Lembaga pendidikan Baru yang lebih dekat dengan anak pelaku utama perikanan.

4. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar /peduli terhadap inovasi teknologi,
kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan terbukanya diploma I bagi
nelayan dan pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan

5. Mewujudkan tatakelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi

dalam dan luar negeri, dengan terwujudnya kerjasama lembaga pendidikan luar negeri.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
SDM berkualitas dan berdaya saing.

Selain peran dan strategi, tugas Politeknik KP Bitung sebagai bagian dari Pusat Pendidikan KP,
mengikuti tugas Pusat Pendidikan KP yaitu selaras dengan rencana pengembangan dan pembangunan
sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang dimana kebutuhan IPTEK sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (society) 5.0
menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (human—centered) serta
berbasis teknologi (technology based). Cyber—physical system (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan
integrasi antara physical system, komputasi dan juga network/komunikasi, sedangkan society 5.0

merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi cyber —physical-human systems.



B. Kondisi Umum

Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, agar di daerah ini dapat
didirikan Perguruan Tinggi Kedinasan dalam bentuk Akademi Perikanan, berdasarkan Surat Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 050/BAPEDA/1995 tanggal 25 Desember 1995
yang diajukan kepada Menteri Pertanian u.p Dirjen Perikanan Departemen Pertanian.

Keinginan Pemda Tingkat I dimaksud ditangani serius oleh SPP Negeri Bitung yang merupakan
salah satu UPT milik Departemen Pertanian yang berorientasi pada perikanan laut. Berdasarkan Surat
Nomor : DL210/38/111/1996; tanggal 14 Maret 1996 mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara kiranya
SPP Negeri Bitung dapat ditingkatkan menjadi Akademi Perikanan Bitung dikarenakan telah memenuhi
beberapa keuntungan yaitu sarana dan prasarana sudah ada dan siap untuk dimanfaatkan.

Jalan panjang yang dilalui, akhirnya lewat SK. Mendikbud Nomor : 50076/MPK/PP/99 tanggal 5
September 1999; perihal persetujuan Pendirian Akademi Perikanan Bitung terbit dan mulai operasional
kegiatan pada tahun akademik 1998/1999 dengan jumlah peserta didik 85 orang melaluiperesmian yang
dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak E.E. Mangindaan pada tanggal 2 September 1998.
Selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/MEN/2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Bitung. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor : 55/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan
Perikanan.

Dilanjutkan dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2015 dan
Permen KP No/36/PERMEN-KP/2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang
mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, serta
melaksanakan Peraturan Menteri KP Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik KP Bitung serta perubahannya sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 33/PERMEN-KP/2018.

1.  Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017- 2021

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar
pembangunan, yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan) pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth
(pertumbuhan), pro-enviroment (pemulihan dan pelestarian lingkungan) dengan arah kebijakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, salah satu bentuk keterlibatan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan
Perikanan, Melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan
Bitung yaitu:

a. Pengembangan sumberdaya manusia dan iptek kelautan dan perikanan;



. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan dengan fokus pada Program

Peningkatan Kehidupan Nelayan;

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, terutama di
Koridor Ekonomi Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua.

Dalam periode 2017 - 2021 beberapa capaian indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:
Rasio jumlah peserta didik yang kompoten di bidangnya terhadap total peserta mencapai 95%,
selama tahun 2017 - 2021, setiap tahunnya jumlah peserta didik yang terserap di dunia usaha dan

dunia industri;

. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya 30 — 32 orang (6,6%);

Jumlah anak pelaku utama 10 — 57 orang (78,18 — 96,49%)).

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama Politeknik KP Bitung yang dapat disajikan dengan

data series sejak tahun 2017 - 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Politeknik KP BitungTahun 2017 - 2021

SS dan IKU 2017 2018 2019 2020 2021

Stakeholders Perspective

SS.1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat KP

1 | Nilai Indeks Kesejahteraan 49 50 51
Masyarakat KP
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 7,00 7,15 7,20

SS.3 Meningkatnya produksi, usaha, dan investasi bagi kemakmuran masyarakat KP

3 | Jumlah SDM KP yang bersertifikat 32 32 32
kompetensi (orang)
4 | Jumlah Tenaga Kerja Baru di 140 160 180
Bidang KP (orang)
SS.4 Meningkatnya produk KP yang dikembangkan dan dipasarkan bagi kemakmuran
masyarakat KP
5 Komsumsi Ikan (kg/kap/thn) 50,65 50,65 50,65
¢ | Jumlah produk dan jasa kelautan 12 15 18
yang dikembangkan
Jumlah kawasan wisata bahari yang
7 | dikembangkan 4 6 8

Internal Process Perspective

8

Sertifikat penerapan sistem jaminan
mutu (sertifikat HACCP) di unit 30 30 30
pengolah ikan




Jumlah kelompok yang meningkat
9 | pengetahuannya dan keterampilan 4 6 8
dalam produksi perikanan tangkap,
budidaya, olahan dan/atau garam
Learning and Growth Perspective
SS.5 Terwujudnya ASN KKP yang kompeten dan berkepribadian
10 | Indeks kesenjangan kompetensi <13% | <14% | <13%
Eselon III dan IV
SS.6 Terwujudnya informasiyang valid, handal dan mudah diakses
11 Indeks.p.emanfaatan informasi KP >80% | >75% | >85%
berbasisi IT (%)
SS.7 Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi KKP yang berkepribadian
12| Indeks RB KKP A BB A A AA
13| Nilai/Skor SAKIP KKP A A A AA AA
14 | Indeks integritas Pelayanan Publik 8,50 8,25 8,50
KKP
SS.8 Terkelolahnya anggaran pembangunan secara efisien
15 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP WTP WTP WTP WTP
16 | Nilai efisiensi anggaran 80-90% | 80-90% | 80-90%

Sumber : LKJ Politeknik KP Bitung

2.  Kegiatan Strategis Yang Dilakukan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, kontribusi Akademi
Perikanan, sebagai UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2017 - 2021, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait
dengan pendidikan pada Program Diploma III.

Berbagai kegiatan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan negara
kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, yaitu

mendidik SDM Kelautan dan Perikanan yang siap bekerja di dunia usaha dan dunia industri.

C. Potensi dan Permasalahan

1.  Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan
laut 5,8 juta km? (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km?, luas perairan kepulauan 2,95 juta km?, dan
luas ZEE Indonesia 2,55 juta km?). Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena

berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,



menempatkan Indonesia sebagai “poros maritim” dunia dalam konteks perdagangan global (the global

supply chain system) yang menghubungkan kawasanAsia-Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan
beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove,

rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), jasa-jasa kelautan, dan sumber keragaman hayati lainnya.

Potensi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Kota Bitung adalah berada pada provinsi Sulawesi
Utara yang tepat berada di bibir Samudera Pasifik merupakan salah satu kawasan
minapolitan/industrialisasi perikanan tangkap dari 9 wilayah di Indonesia. Bitung memiliki sumberdaya
laut dan perikanan yang sangat potensial mencapai 587.000 ton, sementara yang dimanfaatkan baru
sekitar 25 persenya. Dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, pendirian pendidikan vokasi
merupakan langkah yang sangat tepat. Oleh Karena itu, Politeknik KP Bitung memiliki tiga Program
studi Unggulan yakni Program Studi D3 Teknik Penangkapan Ikan (TPI) untuk penyediaan nahkoda
yang handal dan memiliki jiwa kepemimpinan, program studi D3 Mekanisasi Perikanan (MP) untuk
menciptakan lulusan yang menguasai bidang permesinan terutama permesinan kapal, dan juga program
studi D3 Teknik Pengolahan Produk Perikanan (TPPP) yang menitiberatkan pada pengolahan hasil
perikanan. Seperti yang telah disampaikan dalam Renstra Pusat Pendidikan KP, dalam satuan
pendidikan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan teaching factory (TEFA)
dengan 70% praktek dan 30% teori. Selain dari sisi kurikulum, jumlah dan kemampuan Dosen juga
menjadi salah satu potensi yang dimiliki. Dosen di lingkunganPoltek semuanya telah berada pada
jenjang S2 dan ada beberapa dosen yang sementara studi S3 dan telah memperoleh gelar Doktor.
Banyaknya dosen senior yang berpengalaman dan memiliki sertifikat kompetensi menjadi nilai tambah

bagi taruna untuk memperoleh keilmuan serta kemampuan teknis/terapan.

Sebagai salah satu Instansi kedinasan di bawah naungan KKP, Politeknik KP Bitung menerima
peserta didik dari anak pelaku utama sebesar 50% pada tahun 2019. Lulusan pendidikan pada Politeknik
KP bitung dilengkapi dengan sertifikat berbagai bidang keahlian.

2.  Permasalahan

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalah masih besarnya kesenjangan antar wilayah
khususnya kesenjangan antar Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam
lima tahun mendatang (2020 — 2024), arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan
pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong

transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2013 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai
28,07 juta orang, dimana 25,14% diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kondisi ini menggambarkan
tentang kondisi sebagian pelaku usaha perikanan Indonesia yang masih terbelunggu oleh kemiskinan yang
merupakan persoalan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan

komprehensif untuk menyelesaikannya.

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan untuk mendukung

pembangunan KP antara lain:

a. Permasalahan dunia tentang penyebaran virus covid-19 juga sangat dirasakan dampaknya oleh
seluruh masyarakat Indonesia. Ini akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa dalam menyikapi
dan mencari solusi penanggulangannya;

b. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah peran Politeknik KP Bitung sendiri dalam membuat solusi
atau penemuan di bidang ilmu dan pengetahuan kelautan dan perikanan untuk membantu kegiatan
ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan itu sendiri masih kurang;

c. Masih rendahnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pendidikan KP (susuai
dengan renstra Pusdik KP) sebagai instrumen penjaminan mutu dan pengembangan SDM;

d. Permasalahan sektor perikanan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan
terstandarisasi dalam dunia usaha dan dunia industri (DUDI), sebagai bentuk kesiapan
penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya Politeknik
KP Bitung dalam mencetak SDM yang siap pakai dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun

internasional.

3. Lingkungan Strategis

Michael Todaro (1997) menyatakan bahwa modal lingkungan (enviromental capital) sebagai salah
satu modal penting bagi keberhasilan pencapaian misi organisasi. Demikian pula Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di
Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal,

sebagai modal dasar untruk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah

teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan (SWOT, strenght-weakness-opportunities-threats).

Faktor Strategis Lingkungan Eksternal
Sedangkan identifikasi faktor strategis lingkungan eksternal menunjukkan empat aspek yang sama,

yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni (1)



permintaan hasil perikanan dunia; (2) sumberdaya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3)
Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Kerjasama bilateral,
regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (5) Praktek illegal fishing
global; (6) sumberdaya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanaan dunia,pasok hasil

perikanan dunia; dan (7) Kependudukan dunia.

Pada konteks pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan strategi eksternal yang
berpengaruh secarah langsung yakni: Pendapatan perkapita masyarakat, sarana dan prasarana fasilitas

umum, kondisi social dan budaya masyarakat, tingkat keamanan



A.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode tahun 2020. Sebagai bagian dari UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan

Perikanan, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang membidangi urusan pendidikan

kelautan dan perikanan, maka visi Politeknik Kelautan dan Perikanan hendaknya menyesuaikan dari Visi

KKP, Visi BPSDM KP, dan Visi Pusdik KP. Visi Politeknik KP Bitung adalah :

B.

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG KOMPETEN, BERMORAL, PROFESIONAL, TERUNGGUL,
MENUJU INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM TAHUN 2024

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang

yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan

Bitung dan sebagai turunan dari penjabaran misi KKP. Misi Politeknik KP Bitung adalah:

a.

Meningkatkan lembaga dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,
dinamis, dan kompetitif bertaraf internasional sesuai STCW,CCRF dan undang — undang yang
berlaku menuju Indonesia sebagai poros maritim.

Meningkatkan kualitas pendidikan untuk jenjang D1, D3, S2 dan S3.

Meningkatkan kwalitas penelitian terapan kelautan dan perikanan yang inovatif dan bermanfaat bagi
masyarakat.

Meningkatkan kwalitas pengabdian masyarakat pesisir dan pulau — pulau kecil.

Meningkatkan kwalitas/kwantitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Melengkapi dan menyempurnakan kwalitas/kwantitas sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan sesuai standart internasional.



C.

g. Melaksanakan pengadministrasian dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan

perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001:2008 dan berbudaya

pelayanan prima.

. Menjalankan kebijakan dan tugas — tugas menteri kelautan dan perikanan dan badan riset dan

sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Tujuan Renstra

Secara umum, Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pusat

Pendidikan KP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020 — 2024

adalah:

Terbentuknya SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor Kelautan
dan Perikanan yang berkelanjutan.
Terwujudnya akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi bagi anak pelaku utama dan

masyarakat pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan.

. Menjadikan satuan pendidikan vokasi sebagai pusat rujukan (center of excellence) oleh satuan

pendidikan lainnya di Indonesia.

Terwujudnya fungsi kelembagaan dan menajerial SDM secara efektif dan efisien.

Terwujudnya ASN yang profesional dan berdaya saing.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan melayani di lingkungan pendidikan
kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Adapun tujuan penjabaran dari visi dan misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam

rangka mencapai sasaran program perioritas kabinet kerja. Oleh karena itu, tujuan Pendidikan Kelautan dan

Perikanan adalah untuk Mengelola sumberdaya manusia kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri,

dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.

D.

Sasaran Strategis

1) Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan instrumen penting dalam perencanaanstrategis, yang
berfungsi untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja.Sasaran strategis ini

merupakan derivasi dari tujuan strategis.

Sasaran Strategs Politeknik KP Bitung sesuai Renstra Politeknik KP BitungTahun
2020-2024 dan revisi terakhir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022
adalah sebagai berikut :



Sasaran strategis ke-satu (SS-1) yang akan dicapai adalah Kapasitas dan kompetensi SDM

KP meningkat melalui kegiatan pendidikan KP, dengan indikatorkinerja:

e Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan dan

perikanan 75%.

e Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang
kelautan dan perikanan 13 Orang.
Sasaran Strategis ke-dua (SS-2) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pendidikan

Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten, dengan Indikator Kinerja :

e Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 132 orang.
e Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten 495 orang.

e Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik 55%.



e Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya 12

orang.

e Nilai PNBP Satker Politeknik KP Bitung sebesar Rp606.960.000
Sasaran Strategis ke-tiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar, dengan Indikator Kinerja :

e Sarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Unit.

e Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang ditingkatkan kapasitasnya 1 unit.
Sasaran Strategis ke-empat (SS-4) yang akan dicapai adalah : Terselenggaranya
Pengabdian Pendidikan Tinggi KP, dengan Indikator Kinerja :

e Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP 1 Paket

e Pengabdian kepada masyarakat KP 1 Paket.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas,
dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan
output dan outcome Politeknik KP Bitung melalui Sasaran Strategis ke-lima (SS-5)
yang akan dicapai adalah : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat
Pendidikan KP, dengan Indikator Kinerja :

e Kerjasama pendidikan kelautan dan perikanan yang disepakati 2 Dokumen.

e Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP 82 (Nilai)
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e Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK satker Politeknik KP Bitung <1% (%)

e Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung 79 (Indeks).
e Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP Bitung 92 (Nilai).

e Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

terstandar 86%

e Persentase rekomendasi hasil pegawasan yang dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung 70%.

e Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik KP
Bitung 89%
e Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik KP Bitung 81%.
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e Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Politeknik KP

Bitung100%

e Unit kerja Politeknik KP Bitung yang menerapkan Inovasi Pelayanan
Publik (Inovasi) 1 (aplikasi)

1. IKU 1 : Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di bidang kelautan
dan perikanan (%)
Serapan lulusan di dunia kerja bidang kelautan dan perikanan adalah outcomeatau
hasil jangka panjang Politeknik KP Bitung yang memiliki fungsi sebagai
penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan. Peserta didik yang telah
selesai mengikuti pendidikan di Politeknik KP Bitung, mampu berpartisipasi
dalam peningkatan kesejahteraan pelaku utama atau usaha bidang KP, baik
untuk dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Indikator kinerja ini baru
akan dicapai pada triwulan IV setelah mereka menyelesaikan pendidikan di
Politeknik KP Bitung.

2. IKU 2 : Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan wirausaha di bidang
kelautan dan perikanan (orang)
Merupakan indikator yang menunjukkan persentase lulusan Politeknik KP

Bitung yang melakukan rintisan wirausaha usaha di bidang kelautan dan

perikanan.
3. IKU 3 :Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sertifikat kompetensi dan keterampilan
yang diberikan kepada peserta didik di Politeknik KP Bitung setelah dididik dan/atau diuji

kompetensinya dan dinyatakan lulus sehingga memiliki sertifikat kompetensi dan

keterampilan.

4. IKU 4: Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik di Politeknik KP

Bitung untuk terselenggaranya tata kelola pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan
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berkelanjutan. Setelah peserta didik selesai mengikuti Pendidikan di Politeknik KP Bitung,
para taruna dapat langsung diterima bekerja diberbagai bidang bermodalkan ijasah

akademik sertifikat keahlian dan keterampilan yang sudah dimiliki.

. IKU 5 : Presentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan persentase anak pelaku utama yang diterima
sebagai peserta didik di Politeknik KP Bitung. Pelaku utama yang dimaksud adalah keluarga
inti dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, dan petambak

garam.

. IKU 6 : Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya(Orang)
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pendidik dan tenagakependidikan yang

melakukan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

. IKU 7: Nilai PNBP Satker Politeknik KP Bitung (Rp. Miliar)

Merupakan indikator terkait kemampuan Politeknik KP Bitung dalam memanfaatkan semua
sarana untuk mendapatkan dan menghasilkan PNBP.

yang mendukung Tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pengadaan belanja modal

peralatan, meubelair, mesin dan pengadaanlainnya.

IKU 8 : Pengabdian kepada masyarakat KP (Paket)
Merupakan indikator yang menunjukkan unit kerja satuan pendidikan tinggi yang
melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dengan diseminasi hasil penelitian terapan yang telah dilakukan oleh para dosen.

IKU 9 : Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi KP (Paket)

Merupakan indikator yang menunjukkan unit kerja satuan pendidikan tinggi yang
melaksanakan tridarma perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian terapan yang

dilakukan oleh dosen dengan melibatkan taruna/taruni.



10.

11.

12.

13.

14.
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IKU 10 : Kerjasama pendidikan kelautan dan perikanan yang disepakati (Dokumen)
Kerja sama pendidikan KP adalah penyelenggaraan kerja sama antara Satuan
Pendidikan KP/Pusat Pendidikan KP dengan pihak mitra termasuk di dalamnya
lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan dunia industri. Kerjasama ini diselenggarakan
pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak.

IKU 11 : Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standarpendidikan di Satuan
Pendidikan KP dalam rangka ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, berbagai
informasi yang akurat tentang kinerja Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya
rekomendasi dan bahan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna

perbaikan program dimasa yang akan datang.

IKU 12 : Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK satker Politeknik KP Bitung
<1% (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK Atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

IKU 13 : Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)

Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerjadan
disiplin dari ASN.Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

IKU 14 : Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan
teknologi informasi yang digunakan oleh instansipemerintah ataupun swasta

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan



15.

16.

17.

18.

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Tingkat
penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing dokumen, (bobot 20%)
(i1) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 10%), keaktifan level 2, koordinator dan

sub koordinator dalam Sistem Informasi MP yang terpilih (bobot 70%).

IKU 15 : Persentase rekomendasi hasil pegawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Riviu, dan Evaluasi) yang
terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d 30 Juni 2022 atau Triwulan [V Tahun2021
s.d Triwulan II Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak
lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek

pengawasan.

IKU 16 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik KP Bitung (Nilai)
Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan
Kinerja (LKj), Target Kierja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing

indikator yang diperjanjikan dalam PK.

IKU 17: Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Politeknik KP
Bitung (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan umum,
layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan
dan protokoler, layanan data dan informasi, pengelolaan keuangandan kinerja
internal, dan layanan perkantoran.

IKU 18 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Politeknik
KP Bitung (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review
terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka
ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator
Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP,
Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan
Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi
Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.
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19.

20.

IKU 19 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik KP Bitung (Nilai)
Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan oleh Kementerian
Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KLmelalui
aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi kinerja meliputi AspekImplementasi,
Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks Formula perhitungan : Nilai diperoleh dari
data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP ke dalam
aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

IKU 20 : Unit kerja Politeknik KP Bitung yang menerapkan Inovasi
Pelayanan Publik (Inovasi)

Merupakan indikator yang menunjukkan bahwa Politeknik KP Bitung telah
menggunakan layanan aplikasi berbasis online dalam melakukan pelayanan
kepada pengguna jasa layanan. Adapun aplikasi yang digunakan yakni PIONS
(Polytechnique Integrated Online System).
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi merupakan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang
berdampak nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional dan agenda prioritas
RPJMN 2020 - 2024.UU Nomor 31 Tahun 2004 jo Nomor 45 tahun 2009 pasal 6 ayat (1)
menyebutkan bahwa “pengelolaan perikanan bertujuan agar tercapainya manfaat secara optimal dan
berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”. Pencapaian tujuan pembangunan itu

dilaksanakan dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan dengan terencana.
A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

1.  Strategi Pembangunan Nasional
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 strategi pembangunan nasional digariskan
sebagai berikut :
a. Norma Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

2) Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh
menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan
pembangunan.

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
menganggu keseimbangan ekosistem.

b. Tiga Dimensi Pembangunan
1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

2) Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas : (i) kedaulatan pangan; (ii)
kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (iii) kemaritiman dan kelautan; (iv) pariwisata dan

industri.

3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
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Pembangunan harus dapat ,menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, dengan
prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa dan Kawasan Timur.
C. Quickwins dan Program lanjutan lainnya.
Pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang
lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat
tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan

partisipasi masyarakat.

2. Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional
Arah kebiajakan umum dalam RPJMN 2020 - 2024 adalah meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.

3. Agenda Prioritas Pembangunan Nasional
Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2020 - 2024 dirumuskan lebih lanjut dalam 9 (sembilan
Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), peran strategi KKP yaitu:
a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga negara;
1) Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya
kelautan
b) Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian [llegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan
perikanan
c) Menggalakkan Gerakan Cinta Laut
2) Meminimalisasi Dampak Globalisasi
a) Peningkatan daya saing produk perikanan unggulan
b) Peningkatan infrastuktur, peningkatan daya saing sumberdaya manusia, serta peningkatan
kapasitas UKM Perikanan.
b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, demokratis, dan terpercaya
1) Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

a) Menerapkan perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Lingkungan KKP
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b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarustamaan gender di lingkungan KKP
2) Membangun transparansi dan akuntabilitas kenerja pemerintahan

a) Pemantapan implementasi SAKIP dan mewujudkan sistem pelaporan kinerja institusi
pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja pada unit kerja
Politeknik KP Bitung

b) Meningkatnya efektivitas implementasi open gouverment pada unit kerja Politeknik KP
Bitung Meningkatnya efektifitas penerapan e-gouverment untuk mendukung manajemen
birokrasi secara modern di Politeknik KP Bitung

3) Operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik KP Bitung
Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)

a) Penataan kelembagaan internal. Politeknik KP Bitung yang mencakup penataan tugas,
fungsi dan kewenangan dan penguatan sinergitas antar kementerian/lembaga terkait, baik
di pusat maupun di daerah

b) Penguatan kapasitas pengelolaan Reformasi Birokrasi

c) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan
berbasis merit (termasuk penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik (penyusunan roadmap Reformasi Birokrasi bidang
Pelayanan Publik; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
penataan quick wins pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan
pelayanan Politeknik KP Bitung

4) Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan
badan layanan publik yang baik.

a) Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas

b) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media
komunikasi dan media tradisional.

c) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam
Kerangka Negara Kesatuan

5) Pengembangan Kawasan Perbatasan
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a) Membangun sumberdaya manusia (SDM) yang handal serta pemanfaatan pengetahuan
dan teknologi (IPTEK) guna mengelola potensi lokal untuk mewujudkan kawasan
perbatasan negara yang berdaya saing.

b) Mengembangan kawasan konservasi di Pulau-Pulau Kecil Terluar

6) Pengembangan Daerah Tertinggal

a) Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal (pesisir, pulau-pulau
kecil/terdepan/terluar) dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan
karakteristik, potensi/posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek
pengembangan SDM.

b) Pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat
masyarakat desa pesisir dan masyarakat kelautan dan perikanan

c. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
1) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Meningkatkan relevansi pendidikan kelautan dan perikanan dengan kebutuhan dunia kerja,

melelaui pengembangan kuirkulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja

berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.
2) Perbaikan Lingkungan.
Memperbaiki kualitas lingkungan masyarakat kelautan dan perikanan dengan upaya
rehabilitasi, konservasi, pengendalian pencemaran, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi
bencana
d. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
1) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
a) Meningkatkan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang
mendukung dalam keberlanjutan perikanan tangkap, pusat studi terumbu karang, pusat
studi jasa kelautan
b) Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati
(Boresources) melalui peningkatan kegiatan penelitian .
¢) Menyusunan roadmap RIPTEK KP (Riset, IImu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan

Perikanan)
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Penguatan inovasi iptek kelautan dan perikanan melalui pengembangan kerjasama luar
negeri dan kemitraan litbang antara Pemerintah-Perguruan Tinggi-Masyarakat-

Swasta/Industri.

2) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan

a)

b)

Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: 1) Penguatan
pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi
dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi
eco labelling dan ketelusuran produk (product traceability), serta penanganan ikan yang
baik (CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI), ii) Pengembangan
diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; iii) Pengembangan
inovasi riset dan intermediasi teknologi perikanan, iv) Peningkatan kemampuan daya saing
industri pengolahan produk perikanan

Penyempurnaan tata kelola perikanan, melalui : 1) pengembangan kapasitas dan
kompetensi SDM perikanan, peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan
Politeknik KP Bitung

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui : 1) Pengutan lembaga pengelola WPP, 2)
Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap, 3) Penguatan
standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan, 4) Partisipasi aktif di dalam organisasi

perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional.

e. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi

domestik

1) Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produk Perikanan

a)

b)

Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan
Gizi, melalui : 1) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan
ramah lingkungan; ii) pelatihan dan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha KP dalam
meningkatkan produktivitas usahanya.

Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui : i) penerapan Cara Penanganan
Ikan yang Baik (Good Handling Practices) pada perikanan tangkap; ii) pengembangan
produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar Hazard Analysis and Critical

Control/HACCP untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.
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Kedaulatan energi

a)

b)

Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk menggerakkan sarana
sistem produksi
Pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber energi baru terbarukan di wilayah

pulau-pulau kecil, terutama energi listrik tenaga surya.

Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Penanganan kerusakan melalui pemulihan kembali/rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak,

pengendalian pencemaran, serta upaya konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penangangan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Informasi Kebencanaan

a)
b)

Mengembangkan komoditas perikanan yang sesuai/tahan terhadap perubahan iklim
Menyebarluaskan teknologi inovatif dalam sistem produksi ikan untuk mengatasi

perubahan iklim

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

a)

b)

Termanfaatkannya sumberdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan : i) Pengembangan wisata bahari di
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, fasilitasi investasi di lokus
andalan, 1ii) Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk
pengembangan energi laut laut dan bioteknologi laut di beberapa lokasi terpilih.
Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan
dan budaya bahari, difokuskan pada: i) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya 200.000 orang sampai tahun 2019; ii)
Peningkatan IPTEK Kelautan dan diseminasi teknologi; serta iii) Penguatan dan
revitalisasi budaya maritim

Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir melalui 1)
peningkatan kapasitas industri kecil melalui penyempurnaan pola kemitraan,
pengembangan mata pencaharian alternatif, penumbuhan kebutuhan dasar masyarakat di
pulau-pulau kecil, dan penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak

masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian.
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B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

1.

Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam Rancangan awal

RPJMN 2020 - 2024 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 adalah

a.

Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan

Isu pembangunan global dalam beberapa dekade ke depan antara lain mewujudkan
kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan
secara global akan turut memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan
kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan
dan perikanan tidak akan dilakukan secara eksplosif dan destruktif, melainkan mengedepankan
penerapan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kelestarian lingkungan
(sustainable development) dan penegakan secara terpadu dan efektif.
Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran
masyarakat kelautan dan perikanan
Mengembangkan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian
Membangun kemandirian pemerintahaan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri

kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di ats, beberapa strategi yang akan ditempuh

adalah:

a.

Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara

berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi:

1) Penerapan manajemen kuota penangkapan
Sumberdaya ikan merupakan yang tidak terbatas, sehingga pembatasan pemanfaatannya
perlu menjadi strategi agar perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Manajemen
kuota penangkapan merupakan tindakan pengendalian dari sisi output kegiatan perikanan

(output control) dengan menetapkan jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap dan
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dialokasikan baik untuk nelayan maupun untuk industri. Penerapan jumlah ikan yang

diperbolehkan ditangkap turut mempertimbangkan jumlah populasi ikan yang tetap di laut

untuk dapat terus berkembang biak, sehingga penerapan strategi ini memberikan dampak

terhadap keberlanjutan sumberdaya ikan.

Perlindungan spesies tertentu

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan biodiversitas

fauna. Beberapa spesies termasuk dalam spesies akuatik yang dilindungi. Kementerian

Kelautan dan Perikanan turut mendukung kelestarian sumberdaya ikan yang terancam punah

melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk spesies

tertentu sebanyak 20 jenis prioritas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menertibkan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan terkait perlindungan jenis ikan yaitu:

a) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang
Penerapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenulosa macrura),

b) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/KEPMEN.KP/2013
tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus),

c¢) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.37/KEPMEN.KP/2013
tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Chellinus undulatus),

d) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.4/KEPMEN.KP/2014 tentang
Penetapan Status Perlindungan Ikan Pari Manta (Manta spp).

e) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.46/KEPMEN.KP/2014

tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Bambu Laut (Isis spp).

b. Pengembangan kawasan ekowisata maritim

Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan dengan baik di beberapa

kawasan pesisir. Namun potensi ekowisata maritim yang masih sangat besar belum tergarap dan
dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena
itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritim akan melibatkan Pemerintah Daerah,

lembaga swadaya masyarakat, pihak dunia usaha/investor serta masyarakat pesisir .

Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEE

Hak menangkap ikan yang diberikan kepada industri maupun nelayan harus disertai dengan

kewajiban menangkap ikan dengan cara yang bertanggungjawab. Pemilihan alat tangkap
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memerlukan kriteria kriteria selektif dan ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan habitat

maupun sumberdaya kelautan dan perikanan lainnya. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan

Perikanan menetapkan strategi pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di

ZEEI untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

d. Pendugaan stok sumberdaya ikan, pemantauan kapasitas penangkapan ikan, pengembangan
observer di atas kapal, penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), termasuk
penyusunan pedoman pengelolaan sumberdaya perikanan di daerah (perizinan penangkapan
ikan, ukuran dan jenis alat tangkap), dan penguatan statistik perikanan.

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab, Kementerian
Kelautan dan Perikanan menetapkan strategi penguatan statistik perikanan, pemantauan kapasitas
penangkapan ikan, dan stock assesmen serta pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)
untuk dapat mengetahui lebih akurat kondisi sumberdaya perikanan dan menetapkan rencana
pengelolaan sumberdaya perikanan.

e. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi perikanan regional (RFMO)

Posisi Indonesia berdekatan dengan wilayah spawning ground Southern Bluefin Tuna (SBIT)
yang berada di selatan Jawa dan Bali. Selain itu posisi Coral Triangel diduga dekat dengan wilayah
spawning ground tuna lainnya seperti yellowfin tuna dan bigeye tuna di wilayah pasifik. Baby tuna
mencari makan di wilayah perairan yang kaya akan nutrien dan ikan kecil, yaitu di sekitar perairan
pantai.

f.  Penguatan kerjasama regional dan internasional

Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan di galang dalam rangka pengelolaan
sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang sering dilakukan antara lain
melalui Prakarsa Segitiga untuk Terumbu Karang. Perikanan dan Ketahanan Pangan atau Coral
Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) untuk melestarikan
sumber daya laut dan pesisir di enam Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan MoU Box
dengan Australia.

1) Mengembangkan Kompetensi SDM Dan Iptek Inovatif yang Berkepribadian

Dilaksanakan dengan strategi:

a) Peningkatan kapasitas SDM KP berbasis kompetensi dan penciptaan SDM baru terampil

dan ahli

b) Peningkatan keterampilan masyarakat dalam penerapan iptek dan teknologi tepat guna
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c) Pemberian akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup KKP

d) Penyelenggaraan program pendidikan vokasi bidang KP dengan pendekatan Teaching
Factory

e) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan sebagai pusat rujukan dan lembaga
sertifikasi SDM KP

f) Meningkatkan kerjasama  kemitraan dengan para pihak dalam rangka
pengkayaan/pemanfaatan sumber belajar, penguatan kelembagaan dan kerjasama untuk
peningkatan kapasitas SDM KP

g) Pengembangan materi uji kompetensi keahlian bidang KP

h) Pengembangan Pusat Kajian/inovasi teknologi sebagai sumber belajar bagi peserta didik
dan masyarakat

1) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja
berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri

j) Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim) melalui pendidikan dan
penyadaran masyarakat tentang kelautan, melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta
revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan,
dan melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.

Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri

kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan strategi:

a) Transparansi dan modernisasi sistem data dan informasi perikanan (open goverment
policy)

b) Penerapan manajemen kinerja melalui penerapan metode Balanced Scorecard (BSC) dan
pelaksanaan Penganggaran Berbasisi Kinerja

c) Integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik
terhadap informasi kinerja KKP

d) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan manajemen pengendalian kinerja
pelayanan publik

e) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan dan Perikanan

f) Penyiapan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan

g) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif,

berbasisi kompetensi dan profesionalisme yang berkepribadian
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h) Pengembangan Budaya kerja

1) Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

j) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis

k) Penerapan e-goverment untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern

1) Peningkatan efektifitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

3.  Quickwins dan Program Lanjutan
Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan
acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan
motivasi dan partisifasi masyarakat.
Program Quick wins Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirancang untukperiode
tahun 2020 - 2024 antara lain:
a. Pencanangan Pembangunan Tecno Park berbasis Perikanan Rakyat, melalui : pembangunan
techno park berbabasis pendidikan
b. Pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim
Dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2020 - 2024, KKP juga terkait dengan
Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang, yakni (a) Pengarusutamaan Pembangunan
Berkelanjutan, (b) Pengarusutamaan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan (c) Pengarusutamaan
Gender (PUG), serta (d) Pembangunan Lintas Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup.Pengarusutamaan Gender akan dilakukan antara lain melalui penerapan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penguatan kelembagaan PUG di KKP, penyiapan roadmap
PUG,

C. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

1.  Arah Kebijakan Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024
adalah :
a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan
b. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran

masyarakat kelautan dan perikanan
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Mengembangan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian
d. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri

kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

2. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh
adalah:
a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi:

Meningkatkan lembaga dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi,

dinamis, dan kompetitif bertaraf internasional sesuai konvensi STCW. CCRF dan Undang-

undang yang berlaku menuju Indonesia sebagai poros maritime.
b. Mengembangkan kompetensi SDM dan Iptek Inovatif yang berkepribadian dan dilaksanakan
dengan strategi:

1) Meningkatkan kwalitas penelitian terapan kelautan dan perikanan yang inovatif dan

bermanfaat bagi masyarakat

2) Meningkatkan kwalitas pengabdian masyarakat pesisir dan pulau — pulau kecil

3) Meningkatkan kwalitas/kwantitas tenaga pendidik dan kependidikan

c. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri
kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan strategi:

1) Melengkapi dan menyempurnakan kwalitas/kwantitas sarana dan prasarana pendidikaan dan
pelatihan sesuai standar internasional.

2) Melaksanakan pengadministrasian dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001:2015 dan
berbudaya pelayanan prima.

3) Menjalankan kebijakan dan tugas — tugas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset
dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

d. Kerangka Kelembagaan

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan pendidikan tinggi yang diharapkan
memegang posisi terdepan, dan menjadi pelopor pembaharuan serta rujukan dalam disiplin ilmu pada
3 (tiga) bidang keahlian tersebut yang nantinya akan menghasilkan Ahli Madya Perikanan,
khususnya di bidang Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan dan
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Ahli Pengolahan Produk Perikanan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan
Negara. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai
kebenaran hakiki dan universal, keilmuan, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, keadilan,
demokrasi, hak asasi manusia, taat hukum, menghargai kemajemukan dan kemitraan, edukatif,
ilmiah, dan religius. Tiga bidang keahlian itu terbagi menjdi 3 program studi yaitu :

(a). Prodi Teknik Penangkapan Ikan

(b). Prodi Mekanisasi Perikanan

(c). Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan

Organisasi Politeknik KP Bitung terdiri dari:

Direktur/ Ketua LSP-P1 :  Daniel H. Ndahawali, S.Pi, M.Si

Plh Wakil Direktur Bidang Akademik : Barokah, S.St.Pi, M.Pd

Wakil Direktur Bidang Umum :  Dr. Rudi Saranga, S.Pi, M.Si

Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan : Muhammad Zainul Arifin, S.Pi. M.Si
Alumni

Kepala Subbag Umum : Novie Wijaya, S.St.Pi., M.St.Pi
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Aspek ketersediaan dan kecukupan SDM yang unggul merupakan faktor pendukung yang
akan menentukan ketercapaian visi dan misi serta rencana strategis yang telah disusun.
Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana:
1. Perkembangan Jumlah tenaga pengajar

Tabel 2. Perkembangan Tenaga Pengajar

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah dosen 26 26 30 29 30
Jumlah taruna 425 419 433 433 438
Rasio dosen: taruna 16,34 16,11 14,43 14,93 14,56

Jumlah dosen tetap Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berdasarkan Tabel 2
mengalami fluktuasi, seperti tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan ada dosen yang sudah
pensiun. Peningkatan jumlah dosen dalam rentang waktu 5 tahun tidak sebanding dengan
pertambahan jumlah taruna, sehingga rasio antara dosen dan mahasiswa belum sesuai dengan aturan
yang ada, yakni 1:20, sehingga masih perlu penambahan tenaga pengajar agar memenuhi aturan
standar pendidikan tinggi dan tentunya untuk perkembangan organisasi. Hal terjadi disebabkan
penambahan jumlah dosen tidak sebanding dengan peningkatan jumlah taruna yang diterima setiap
tahunnya, sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh pada rasio antara dosen dan taruna. Untuk
mengatasi masalah ini, dilakukan perekrutan dosen luar biasa (dosen tidak tetap) yang berasal dari
instansi terkait dan praktisi dari dunia industri dan dunia usaha yang ada di Kota Bitung dan provinsi
Sulawesi Utara serta memfasilitasi tenaga kependidikan yang akan beralih ke jabatan fungsional

dosen sebanyak 12 orang.

2. Perkembangan Kualifikasi SDM

Secara umum tenaga pengajar pada tahun 2020 adalah 28 orang berkualifikasi S2 dan 2 orang
berkualifikasi S3, sedangkan pada tahun 2021 adalah 27 orang dosen berkualifikasi S2 dan 3 orang
berkualifikasi S3. Adapun keragaan dosen tahun 2020 dan 2021 tersaji pada tabel berikut ini



Tabel 3. Perkembangan Kualifikasi SDM Pengajar

Jumlah Dosen

2020 (Orang) 2021 (Orang)
S2 S3 Total S2 S3 Total
28 2 30 27 3 30

3. Tenaga Kependidikan
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Selain dosen atau tenaga pendidik, unsur sumber daya manusia yang lain dalam lembaga

pendidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada bidang non pengajaran. Para pegawai

dan karyawan juga memiliki peran penting bagi terselenggara dan suksesnya program pendidikan.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung jumlah tenaga karyawan/administrasi adalah 37 orang

tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap (Pegawai Negeri Sipil) Para pegawai

tersebut memiliki beragam latar belakang pendidikan dari kualifikasi SLTA, S-1. Profil karyawan

dengan kualifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tenaga kependidikan Poltek KP Bitung

No. PENDIDIKAN TERAKHIR | JUMLAH | PERSENTASE
1 SEKOLAH DASAR (SD) 1 2,7%
2 SMP/SMA Sederajat 14 37,8%
3 DIPLOMA 4 10,8%
4 STRATA SATU (SI) 17 46%
5 STRATA DUA (S2) 1 2,7%
JUMLAH 37 100,00%
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4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri yang
ada di Kota Bitung, berupaya untuk melengkapi fasilitas dan sarana pendidikannya, sehingga dapat
memenuhi tuntutan stakeholdersakan kualitas proses dan layanan pendidikan yang
diselenggarakannya. Hingga saat ini fasilitas sarana yang ada di Politeknik KP Bitung antara lain:
(1) Laboratorium, (2) Komputer, (3) LCD (setiap kelas), (4) Laptop, dan (5) Meubelire.
Adapun prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
a). Prasarana bangunan.

Prasarana ini mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah,

ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang
perpustakaan, ruang komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti, pusat pelayanan

taruna, prasarana olahraga dan seni serta asrama taruna.

b). Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan internet, taman, parkir.

Hingga saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah memiliki prasarana dan
sarana yang cukup representatif guna menunjang penyelenggaraan proses pendidikan untuk tingkat
Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan. Prasarana dan sarana yang ada terus diupayakan
pengembangannya baik dalam kuantitas dan kualitas guna mendukung terwujudnya Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul.

Data prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berupa
ketersediaan lahan dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana

No Uraian Jumlah
1 Tanah Total 182.018 m*
2| Ruang Kuliah 10.880
3 Ruang Kantor Administrasi 1.800 m’
4 | Ruang Perpustakaan 700 m’
> Ruang Komputer 200 m’

6 Ruang Laboratorium 2.346 m’




Ruang Dosen Tetap

750 m?
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A.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja
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Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata

yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau

beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Target Kinerja Tahun 2020-2024

No Siﬁiﬁiﬁg S INDIKATOR KINERJA
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Kapasitas dan Presentase lulusan Politeknik KP 75 76 77 78 79
kompetensi SDM Bitung yang bekerja di bidang
KP yang kelautan dan perikanan (Orang)
meningkat
Lulusan satuan pendidikan 5 14 14 14 14
KP yang melakukan
rintisan ~ wirausaha  di
bidang  kelautan  dan
perikanan (Orang)
2 Terselenggaranya Lulusan satuan pendidikan KP 138 | 136 | 136 | 136 | 136
Pendidikan yang besertifikat kompetensi
Vokasi Kelautan (Orang)
dan Perikanan
Yang Kompeten Peserta pendidikan vokasi 432 | 459 | 459 | 459 | 459
kelautan dan perikanan yang
kompeten (Orang)
Persentase anak pelaku utama yang 50 55 55 55 55
diterima sebagai peserta didik
(%)
Pendidik dan tenaga 10 10 10 10 10
kependidikan yang
meningkat
kompetensinya (Orang)
Tersedianya Sarana pendidikan KP 1 1 1 1 1
3 Sarana dan yang ditingkatkan kapasitasnya
Prasarana (Unit)




Pendidikan KP
Yang Terstandar

Prasarana PendidikanTinggi
KP yang ditingkatkan
kapasitasnya (Unit)

Terselenggaranya
Pengabdian
Pendidikan Tinggi
KP

Penelitian Terapan
Pendidikan Tinggi KP(Paket)

10

Pengabdian kepada masyarakat KP
(Paket)

5 Tata Kelola
Pemerintahanyang
Baik Lingkup
PusatPendidikan
KP

11

Kerjasama pendidikan kelautan
dan perikanan yang disepakati
(Dokumen)

12

Nilai hasil monitoringdan evaluasi
kegiatanpendidikan KP (Nilai)

81

81

81

81

81

13

Batas tertinggi nilai temuan
LHP BPK atas LK Satker
Politeknik KP Bitung (%)

<1

<1

<1

<1

<1

14

Indeks Profesionalitas ASN
Politeknik KP Bitung(Indeks)

73

73

73

73

73

15

Nilai Rekonsiliasi Kinerja
Politeknik KP Bitung

80

80

80

80

80

16

Unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan
yang terstandar (%)

84

84

84

84

84

17

Persentase rekomendasi hasil
pegawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja
Politeknik KP Bitung (%)

65

65

65

65

65

18

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Politeknik KPBitung

(Nilai)

&9

&9

&9

&9

&9

19

Nilai Kinerja Anggaran(NKA)
Politeknik KP Bitung (Nilai)

86

86

86

86

86

20

Persentase Layanan Dukungan
ManajemenlInternal Politeknik
KP Bitung (%)

100

100

100

100

100

Sumber : Rancangan Renstra KKP Tahun 2020-2024
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B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan
perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu,
dibutuhkan dukunga kerangka pendanaan yang memadai. Pendanan pembangunan akan bersumber

dari pemerintah(APBN dan APBNP),

Tabel 4. Roadmap Perencanaan Anggaran 2020-2024

Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Perencanaan 32 Milyar 23 Milyar 23 Milyar 23 Milyar 23 Milyar
Anggaran

Aspek Keuangan

Pengukuran kinerja finansial meliputi perkembangan realisasi pendapatannegara bukan pajak
dua tahun terakhir, rasio subsidi pemerintah dan perkembangan cost recovery. Penerimaan negara
bukan pajak di atas merupakan pendapatan yang diperoleh Politeknik KP Bitung dari pendapatan
pendidikan dan pendapatan lainnya. PNBP pendidikan selama ini hanya diperoleh dari Biaya
pendaftaran, biaya pendidikan dan biaya ujian seleksi taruna baru, sedangkan PNBP lainnya
merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan fasilitas, Kegiatan TEFA dan lainnya.

Anggaran Politeknik KP Bitung terdiri atas 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai (51), belanja
barang/jasa (52) dan belanja modal (53). Pada tabel dibawah ini, terlihat pagu anggaran tahun 2017
sampai dengan tahun 2021. Dari data pada tabel dibawah terlihat bahwa APBN Poltek KP Bitung
relatif stabil. Pada table berikutnya terlihat perbandingan antara pagu dana dan realisasinya per 3

jenis belanja.

Tabel 5. APBN Politeknik KP Bitung 2017 — 20221

Tahun Pagu Belanja Pegawai | Belanja Barang/Jasa | Belanja Modal
(51) (52) (83)

2017 |27.411.689.000 | 10.553.115.000 15.345.684.000 1.511.490.000

2018 | 33.002.067.000 | 10.275.864.000 15.252.703.000 7.473.500.000

2019 |27.653.533.000 | 10.496.859.000 14.656.674.000 2.500.000.000

2020

22.617.560.000

9.782.151.000

8.641.230.000

4.194.179.000




2021 | 21.353.704.000

9.951.558.000

8.967.870.000

2.794.276.000

Tabel 6. Relisasi anggaran Politeknik KP Bitung 2017 — 2021 per jenis belanja.

Tahun Pagu Realisasi %

2017 27.411.689.000 26.946.415.860 98,30
2018 33.002.067.000 31.584.151.189 95,70
2019 27.653.533.000 25.903.208.197 93,67
2020 22.617.560.000 21.625.275.282 95,73
2021 21.353.704.000 21.117.755.333 98,90

Penerimaan PNBP Politeknik KP Bitung terus mengalami peningkatan yang cukup besar pada
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tahun 2018. Meskipun pada tahun 2019 kondisi sudah memasuki awal masa pandemi COVID-19

tetapi realisasi PNBP masih bisa direalisasikan dengan baik dan melebihi target. Penerimaan PNBP

mulai mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, hal ini disebabkan masa pandemi COVID-19.

Beberapa kegiatan yang potensial untuk mendapatkan PNBP tidak berjalan seperti kondisi normal

sehingga pendapatan PNBP tidak maksimal, demikian pula kondisi yang dialami di tahun 2021 .

Tabel 7. PNBP Politeknik KP Bitung 2018 — 2020

2018 2019 2020 2021

Target 646.970.000 | 646.970.000 | 764.600.000 | 764.600.000

Realisasi | 837.230.909 | 712.359.838 | 546.044.933 | 336.460.817
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BAB VPENUTUP

Revisi Rancangan Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2020 -2024 yang
merupakan turunan dari Rancangan Strategi unit eselon I Badan Riset dan Sumberdaya Manusia
Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya diturunkan lagi dalam Rancangan Strategis unit eselon II
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan merupakan juga dokumen yang disusun untuk
menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 — 2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Renstra
K/L.

Rancangan Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2020 — 2024yang masih
menunggu Rencana Strategis KKP dan turunannya ke unit eselon I, dan II yang akan ditetapkan
menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya
Peraturan tentang RPJMN 2020 — 2024.

Sangat disadari masih banyak kekurangan dalam rancangan ini, saran dan masukan sangat
kami harapkan guna penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan
Bitung Tahun 2020 — 2024 melalui kegiatan review Renstra pada setiap tahunnya, yang selanjutnya
akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan di Politeknik Kelautan dan Perikanan

Bitung 5 (lima) tahun mendatang.



